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wALI Ko皿SIBOLGA

pROvlNs量suMATERA u皿RA

PERATURAN WALI KOTA S量BOLGA

NOMOR 53皿HUN 2025

TEN皿NG

PENYELENGGARAAN KOPERAS重KELURAHAN MERAH PUTIⅡ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALI KOTA s量Bo鵬A,

Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang

mempunyai kcdudukan, po健nsi, dan peran yang strategis

dalam men血gka比劃　perekonomian daerah, menopang

ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan

kes匂ahteraan rakyat seh血認a perlu dikembangkan melalui

kemudahan, pelindungan , dan pemberdayaan koperasi;

b･ bahwa untuk mew巾udkan pembangunan da轟kelurahan

untuk pemera也an ekonomi sebagai peⅣ巾ud劃as屯c克a

keenam, perlu me皿bentuk Koperasi Kelurahan Mer盆h

Putih me血ui pendih紬, pengembangan, dan revit瓢isasi

koperasi di kelurahan;

c･ bahwa sesuai dengan ketentuan dal劃Pasal 2 ayat (1)

Peratur劃　Pemerintah Nomor　7　Tahun　2021 tentang

Kemudah紬, Pel血dungan, dan Pemberdaya劃　Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah se轟a berdas釘k紬

lns廿uksi　打esiden Nomor　9　Tahun　2025　tentang

Percepatan Pembentukan Koperasi Keluraha皿Merah Putih

yang mengama皿atk孤　Pemerintah Daerah untuk

memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan

bagi koperasi serta perlunya menetapkan kebijakan untuk

mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang

dengan balk;

d･ bahwa berdas紬kan pe鶴imbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, hu重uf b, dan huruf c, perlu meneぬpk紬

Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaran Koperasi

Kelurahan Merah Pu亀h;

Mengingat　: 1･ Pasa重18　ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

重ndonesia Tahun 1945;



2･ Undang葛Undang Nomor　25　Tahun　1992　tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992　Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor　3502〉　sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Unda皿g-undang

Nomor　6　Tahun　2023　tentang Peneねpan Peraturan

Pemerintah Pengg紬ti Undang-Undang Nomor　2　Tahun

2022　tentang Cipta Ke寄a me可adi Unda皿g-undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, T劃b盆han Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

3･ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　ten屯ng

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Neg紬a Repub虹k Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Unda.ng-Undang

Nomor　6　Tahun　2023　tent紬g Penetapan Peratur紬

Pemerin血h Pengganti Undang-Undang Nomor　2　Tahun

2022　tent狐g Cipta Ke車a Me可adi Undang-Unda皿g

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856) ;

4, Undang-Und紬g Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prov土nsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2023　Nomor　55, Tambahan Lembaran Negara

Republik暮ndonesia Nomor 6864) ;

5･ Undang置Und劃g No皿or　27　Tahun　2024　tentang Ko自

Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik宣ndonesia Nomor 6947) ;

6･ Peraturan Peme正ntah Nomor 17　Tahun　2018　tent皿g

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 tentang 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

重ndonesia Nomor 6206) ;

7･ Peraturan Peme轟ntah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2019　Nomor 42, Tambahan Lembaran

Neg紬a Republik Indonesia Nomor 6322);

8･ Peraturan Peme正ntah Nomor　7　Tahun　2021 tent紬g

Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdaya紬Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2021 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 19) ;

9･ Peraturan Mente正Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keua皿gan Daerah

(Be正ta Negara Republik Indonesia Tahun　2020　Nomor

1781);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA T臼N恥NG PENY臼LENGGARAAN

KOPERAS書KELURAHAN MERAH PUTIH,

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Per証uran Wall Ko血ini yang dimaksud dengan:

1･ Daerah adalah Kota sibo重ga.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan

peme正ntahan oleh Pe皿ehn血h Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat daerah menumt asas otonomi dan

tugas pe皿bantua皿dengan p正nsip otonomi seluas-luasnya･

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

工ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.

3･ Pemehntah Daerah adalah W瓢i Koぬ　sebagai unsur

penyelen認ara Peme轟ntahan Daerah yang memimpin

pelaks紬aan urus紬　peme正ntahan yang me可adi

kewenangan Daerah o血nom.

4･ Wali Kota adalah wali Kota sibolga.

5･ Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam

penyelen幾組aan umsan pe皿erintaha皿　yang me両adi

kewenangan daemh.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah kecamattan sebagai

perangkat kecamat狐.

7･ Koperasi Kelurah紬Merah軸心h yang sela可utnya disebut

Koperasi ad瓢ah Koperasi yang beranggotakan warga yang

berdomis址　di Kelurahan yang sama dan dibuktikan

dengan ka轟u tanda penduduk.

8･ Pendiri adalah orang-orang aねu beberapa Koperasi yang

memenuhi persyaratan keanggota狐dan menyatakan diri

me互adi anggo屯　se巾a hadir dalam rapat pendirian

Koperasi.

9. Notahs pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat

N恥K ad粗ah P匂abat Umum yang diangkat berdasarkan

peraturan jabatan notahs, yang dibe轟kewenangan antara

lain untuk membuat Ak屯　Pendihan Koperasi, akta

pembahan angg紬an das紬dan akta-ak血Iainnya yang

terkait dengan kegiatan Koperasi･

10･ Pengurus adalah anggota Koperasi yang di狐gkat dan

dipilih dalam rapat an籠oぬun血k皿engurus organisasi

dan usaha Koperasi,

11〃　Pengawas adalah anggo血　Koperasi yang diangkat dan

dip址h d瓢am rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan

ke坤aksanaan dan pengelolaa皿Koperasi.

12･ Pengelola adalah狐ggota Koperasi dan/atau pihak ketiga

yang diangkat oleh Pengu調s dan dibeh wewenang untuk

mengelola usaha Koperasi.



13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah

Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinerg重s

dalam bentuk penumbuhan i曲im din　pengembangan

usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan

berkembang me垂adi usaha yang tangguh dan m孤di正.

14･ Pelindungan adalah upaya me可ag盆　dan melindungi

koperasi dad hal-hal yang berpotensi皿enghambat dan

memgikan pe巾u皿buhan dan perke皿bangan koperasi.

15. Inkubasi ad粗ah suatu proses pemb血aan, pendampingan,

dan pengembangan yang dibe正kan oleh lembaga inkubator

kepada Koperasi.

16･ Kurasi ad瓢ah proses seleksi, penilaian, dan pengelolaan

suatu produk berdasarkan standar tertentu untuk

meningkatkan kualitasタ　daya sajng, dan potensi pasar

produk tersebut,

17･ Cold sto畑ge adalah fasilitas penyimpanan yang dirancang

untuk me垂aga produk pada suhu rendah dan stabil,

biasanya digunakan untuk menyimpan makanan,

minuman, obat-obatan, dan produk lain yang memerlukan

kondisi penyimpanan khusus untuk me垂aga kualitas dan

keawetan nya.

18･ CoZd c九aれadalah sistem logistik yang dirancang untuk

me垂aga suhu produk te直entu, terutama yang sensitif

terhadap suhu, tetap stabil selama proses penyimpanan

dan dist正busi

Pasal2

Maksud dan t可uan pengaturan Penydenggaraan Koperasi

dalam Peratur紬Wali Kota ini un調k:

a･ me垂adi pedoman bagi Penyelengg紬aan Koperasi di

Daerah;

b･ mengop竜malkan dan mendo｢ong pe皿bentukan Koperasi

untuk pemerata紬ekonomi; dan

c.　memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Koぬini,

melipu宙

a. kewen紬gan peme正ntah Daerah;

b. Pemberdayaan Koperasi;

c･　satuan tugas;

d･ Pelindungan Koperasi;

e.　pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

f.　pembinaan dan pengawasan; dan

蜜.　pendanaan.



BAB○○

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal4

Dalam pelaksanaan kemudahan,　Pelindungan,　dan

Pemberdayaan Koperasi, Peme正ntah Daerah beⅣenang:

a･ berk○○rdinasi dengan Gubemur dan/atau kemente正an

yang menye量enggarak紬umsan pemerintahan di bidang

koperasi dalam h血pelaksanaan teknis pembentukan dan

pengelolaan Koperasi;

b〃　menugaskan Perangkat Daerah yang menyelengg孤ak劃

urusan pemehntahan di bidang Koperasi untuk

berk○○rdinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam

pembentukan Koperasi melalui pendi正an, pengembangan,

atau revitalisasi;

c･　menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat

kelurahan untuk berk○○rdinasi dengan Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan u調san pemehn屯han di bidang

Koperasi, dalam pembe正anぬsilitasi dan pendampingan

kep盆da Kelurahan bersama unsur masyarakat denga皿

meliba址an Perangkat Dae ran terkait u ntu k

menye le nggarakan mu syawarah Kelurahan d alam

menentuk紬model pembentukan Koperasi;

d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan

subkegiatan y紬g mendukung Koperasi pada dokumen

perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen

perencana弧Perangkat Daerah;

e･ menyediakan anggaran yang dipcrlukan dalam

pembentukan Koperasi sesuai deng紬ketentuan peraturan

perundang-und紬gan, temasuk pemberian bantuan

pe皿buatan a.k血no屯正s Koperasi; dan

f.　melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan, se正a pe皿binaan dan pengawasan terhadap

Kelurahan d瓢am pelaksanaan pembentukan, pengelolaan,

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB重工重

PEMBERDAYAAN KOPERAS工

Bagian Kesatu

Pembentuka皿Koperasi

Paragraf 1

Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal5

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan umsan

pem証n屯ha皿　di bid紬g koperasi melakukan tahapan

persiapan pembentukan Koperasi.

(2) Tahapan persiapan pembentuk孤Koperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a･ sosialiasi pr〇割am pembentuk紬Koperasi;

b･ pendampingan pembentuk紬Koperasi; dan

c･ penda屯an dan penilaian嵐ne重ja Koperasi.

/3) Percmgたat...



(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi

pro諌am pembentuk紬koperasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a kepada Kelurahan sesual dengan

jadw血waktu y紬g telah ditetapkan oleh Kemente正an

yang menyelenggarakan urusan pemehntahan di bidang

kope重asi.

(4)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

peme正ntahan di bidang koperasi memberikan

pendampingan dalam pendi正an koperasi sebag盆imana

dimaksud pada ayat (2) humf b di se轟ap Kelurahan･

(5)Perangkat daerah yang melaks紬akan urus狐

peme五nぬhan di bidang koperasi melakuk狐pendataan

dan penilaian kinelja koperasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) hu関f c untuk mendapatkan inめrmasi

koperasi yang telah dibentuk oleh Kelurahan dan hasil

kine宣ja koperasi.

(6) Dalan hal hasil penilaian kinelja sebagaimana dimaksud

pada ayat (5〉　dinya也kan sehat, koperasi dapat

diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai

ba産an da正　program Koperasi denga皿　penyesuai盈n

anggaran dasar.

(7) Dalam hal basil penilaian kinelja sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dinyatakan kurang ak宙　atau lemah,

koperasi dapat masuk dal劃skema revitalisasi.

Paragraf 2

Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

(1) Model pembentuka皿　Koperasi didahului pelaksanaan

musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan

Koperasi dengan memperhat批an karakte正stik Kelurahan,

potensi Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di

Kelu rahan.

(2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1〉 dilakuk紬deng劃3 (債ga) model pendekatan, yaitu:

a,　pendih紬Koperasi ba｢u;

b. pengembang劃　　koperasi yang sudah ada,

dilaksanakan pada Kelurahan yang telah memiliki

koperasi ak部dengan　虹ne重ja minimal cukup balk

guna皿eningkatkan kapasitas dan capai乳n cakupan

usaha; dan

c.　revitalisasi koperasi, di賞aksanakan pada koperasi

Kelurahan yang sudah ada namun虻ne屯anya tidak

aktif/1emah yang dilakukan melalui restru虹u正sasi

manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-und劃gan di

bidang perkoperasian.

P肋czg埋f 3.



Paragraf 3

Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koper租si

Pasal 7

(1) Se廿ap Kelurahan yang telah di血rge吐血　membentuk

Koperasi, menyelenggarak甜I musyawarah kelurahan

khusus untuk pembentukan Koperasi.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

peme正ntahan di bidang pemberdayaan masy紬akat

kelurahan bersama dengan Perangkat Daerah yang

menyelengg貧rakan umsan pemerintahan di bidang

koperasi memぬsiHtasi dan mendampin由　Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan a屯田　yang disebut dengan

nama lain bersana unsur masyarakat dengan melibatkan

Perangkat Daerah terka王t untuk menyelenggarakan

musyawara血　kelurahan khusus sebagaimana di皿aksud

pada ayat (1)i

(3) Dalam forum musyawarah kelurahan khusus sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) disepaka血

a. pembentuk紬koperasi;

b･ a皿ggaran das狐awal, paling sedikit meliputi mama,

jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar,

keanggo自an aw瓢; dan

c･　pemilihan calon pengums dan pengaw貧s koperasi.

(4) Hasi量musyawarah kelurahan musus untuk sebagaiman租

dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat

pendih孤Koperasi.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus d狐Pengawas,

ser屯bidang dan ke由atan Usaha Koperasi

Pasal 8

(1) Penamaan Koperasi harus memuat mama Kelurahan

setempat denganめrmat:

a. diaw血i dengan kata "Koperasi";

b. dila垂utk紬dengan紅asa "Kelurah紬Merah mtih";

dan

c. diakhiri deng狐nama Kelurahan setempat,

(2) Dalam hal terdapat kesama皿　kelurahan, maka

ditambahkan mama keca皿atan/ kota.

Pasa量9

(1) PenguⅢs dan pengawas Koperasi yang baru berdi正dipilih

dah pendih Koperasi yang dihasilkan d独i rapat

musyawarah Kelurahan khusus.

(2) Pengums Kopcrasi berdasarkan pengemb紬.gan dan

revi屯1isasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat

anggota dengan melibatkan musyawarah kelurahan

khusus.

/3/ Ke九oa...



(3) Ketua pengawas Itoperasi dijabat oleh Lurah sebagai er-

o廟cわ.

(4) Pengurus dan pengawas Koperasi d血ar狐g memiliki

hubungan keluarga sedarah dan hubunga皿　se皿enda.

sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan

peratur劃pemnd紬g-undang孤.

Pasal 10

(1) Pembentuk紬　Koperasi dapat me工akukan usaha atau

kegiatan berupa:

a.　gerai penyediaan sembako;

b. gerai penyediaan obat murah;

c.　penyediaan kantor Koperasi;

d. unit simp紬pi叩a皿Kope｢asi;

e.　gerai虹inik Kelurah紬;

f.　penyediaan cold sto調ge/cozd cha亡rL atau gudang;

9. Iogis廿k/disthbusi logis轟k; dan/aぬu

h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha,

keari魚n lokal, kebutuh劃　masyarakat kelurahan

setempat serta karaktehsdk wilayah.

(2) Koperasi dapat beke寄a sama dengan Perangkat Daerah

terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang di atur d乱調pe寄a垂ia皿ke竜a sama

dengan berpedom紬　pada AD/ART dan ketentuan

peraturan perundang-undanga皿.

Pasal i 1

Pembentukan Koperasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5

sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan noma,

standar, prosedur, d弧khteh盆pe皿bentukan Koper盈si yang di

tetapkan oleh peme正ntah pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

U皿um

Pas血12

Koperasi melaksanakan prinsip,　bentuk kelembagaan,

perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-undangan.

Pc洲ogm/ 2..



Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 13

(1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah

Daerah menetapkan ke坤akan pada aspek paling sedikit:

a.　kelembaga孤;

b. produksi;

c ･　pemasaran ;

d. keuangan; dan

e･ inovasi dan teknologi.

(2) Ke坤akan pada aspek kelembagaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a p瓢ing sedikit dit巾ukan

untuk meningkatkan :

a. kualitas partisipasi anggota;

b. kapasitasdan kompetensi sumber daya manusia

pengurus, pengawas, dan pengelola;

c. kemampuan manajehal dan tata kelola Koperasi; dan

d･ kapasitas　紬ggo屯　Koperasi sebagai wirausaha

Koperasi/wira Koperasi mel盆lui工nkubasi.

(3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud

pada争yat (1) huruf b paling sed毘it dit可ukan untuk:

a･ meningka此an teknik produksi dan pengolah狐serta

kemampuan manajemen bagi Koperasi;

b･皿embehk狐　kemudahan dalam pengadaan sarana

dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan

baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;

c･ mendorong penerapan standardisasi dalam proses

produksi dan pengolahan; dan

b〃　meningka址an kemampu弧　ranc劃g b紬gun dan

perekayascan bagi produk anggota Koperasi.

(4) Ke坤akan pada aspek pemas紬an sebagaimana dimaksud

pada坤7at (1) hu則f c paling sedikit dit可ukan untuk:

a･ menumbuhkan lqyalitas anggo屯　Koperasi dalam

pemanぬat弧layanan Koperasi;

b･ mengemba皿gkan potensi pasar selain an謎o血untuk

pengembangan u saha dan / a血u ke lebih an

kemanpuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat

bukan anggota;

c･　pengembangan ｣anngan usaha Koperasi din　ke互a

sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi din

antara Koperasi dengan pihak lain;

d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak

paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di

pasar domes債k d孤pasar mancanegara; dan

e･ melakukan Kurasi produk unggulan daer盆h yang

memiliki potensi sebagai waralaba.

(5) Keb主jakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:

a･ meningka也an pa轟isipasi modal　弧ggota Koperasi

mela｣ui pemupukan moda量yang berasal dan:

L hibah;

2･ penyetara狐si皿p紬狐anggo屯; dan/atau

3･ sumber lain yang sah dan寄dak mengikat sesuai

dengan ketentu劃　peraturan perund孤g-

undangan.

b. me��cwFx+ﾖ��ﾆ�$ﾂ粐�



b. meningkatkan akses pembiaya紬　kepada su皿ber

pembiay盆劃d血a皿ju皿lah, bunga atau i皿bal jasa,

d狐tenggat waktu te轟entu yang berasal dad:

1.　狐ggota;

2.　non-anggota;

3, Koperasil壷n;

4. bank dan industh keu孤gan nonbank; dan/atau

5. su皿ber lain y劃g sah dan tidak mengikat sesua土

dengan ketentuan peraturan perundang-

undang紬.

(6) Ke坤akan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaim孤a

dimaksud pada ayat (1) bumf e paling sedikit dit可ukan

untuk:

a.　meningkatkan kema皿pu劃hset da皿pe皿ge皿bangan

usaha Koperasi, keinovasia皿, dan廿ansfbrmasi digital;

b, mendorong peningkatan ke皿a皿puan inovasi Koperasi

untuk meningkatk紬e組siensi ke工ja dan daya saing

Koperasi ;

c.　mendorong pemanぬatan teknologi inめmasi din

komunikasi dalam kegia也n operasional usaha dan

layanan koperasi, se直a dalam bidang desain dan

pengend血ian mutu ;

d. mendorong Koperasi dalam me垂aga keaman狐data

dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan

perund紺宣g- undan gan ;

e.　mendorong peningkatan ke章ja sama dan alih

te血ologi ;

f.　membe正kan insen址　kepada Koperasi yang

mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan

9.　pengembangan wirausaha Koperasi melalui重nkubasi･

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 14

(1) Pehzinan sebagaimana dimaksud dalam pasa=2 melipu血

a. persyaratan dasar pe五zinan berusaha; dan/a屯u

b. perizinan berusaha berbasis risiko.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada　盆yat　(1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundan g- undangan.



BABIV

pEMBENTu恥N SATUAN TUGAs

Pasal 15

(1) Dalam hal percepa自n pembentukan dan penyelenggaraan

Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai

be正kut:

a.　Ketua　　　　　　　: Wa工iKota;

b.　Wa嵐1 Ketua　　　: Sekreta正s Daerah;

c.　Sekretaris　　　　: Kepala perangkat Daerah yang

皿enyel e nggarakan u in sam

pemehn tah孤　　d i bidan g

koperasi; dan

d. Anggota　　　　　: Kepala Perangkat Daerah

terkait,

(2) Satuan tugas sebagai皿ana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas antara lain:

a〃　mendorong peningka血n k○○rdinasi dengan instansi

ve巾ikal dan/a屯u peme正ntah daerah provinsi;

b･ memetakan potensi Ke重urahan untuk percepatan

pembentuka皿Koperasi Kelurahan; dan

c.　melakukan pendamping紬kepada Koperasi da正aspek

kelembagaan, usaha din　penguatan sumber daya

manusia untuk mendukung keberhasila皿　prog｢am

pembentuka皿dan pengelolaan Koperasi.

(3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Wa虹Kota.

BABV

PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

(1) Dalam rangka pe皿be五an Pe膿ndungan kepada Koperasi,

Pe皿erintah Daerah :

a･　menetapkan bidang kegiatan ekonomi y紬g hanya

boleh diusahakan Koperasi; dan

b･ mene血pkan bid孤g d紬sektor usah盆di suatu wilayah

y弧g telah berhasil diusahak孤oleh Koperasi untuk

tidak diusahak紬oleh bad狐usaha lainnya.

(2) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1〉, Peme正ntah Daerah dapat

melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi

darurat tertentu me獲alui:

a.　res甘ukturisasi血edit;

b.　rekons廿uksi usaha;

c.　b孤tuan modal; din/atau

b.　b孤tuan bentuk lain.

(3) Pelindungan Koperasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan deng紬　皿engikutser血kan lembaga

gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat

dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang

sehat.



Pasal 17

(1) Program pengelolaan,　kemudahan pehzinan dan

pelindunga皿Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Pasal 14 dan Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah secara te町adu sesuai kewenangamya.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang koperasi dan Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan peme血ntahan dibidang

pemberdayaan masyarakat kelurahan menyusun rencana

tahunan; dan

(3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesual kewenangannya

menyediakan alokasi angg紬an program kemudah紬,

Pelindungan, dan Pe皿berdayaan usa重ia Koperasi.

BABV量

pEMAN恥uAN, EVALUAs暮DAN pELApORAN

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah yang menyelen認紳akan urusan

peme正ntahan dibidang koperasi dan Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan umsan pemehntahan dibid紺g

pemberdayaan masyarakat kelu rah an me lakukan

pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap

penye量engg紬aan Koperasi se血p 6 (en劃) bulan sekali.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

aspek:

a･ jumlah Koperasi yang telah terbentuk;

b･ tingkat pa虹isipasi anggo屯;

c･ Volume usaha Kopemsi;

d･ manぬat ekonom王ba産anggota, dan

e.　kendala yang dihadapi.

(3) Wali Kota皿elaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Gubemur.

(4) Pemerin屯h Daerah melapo血an hasil pe工aksana紬program

kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha

Koperasi yang dibiayai melalui dana a量okasi khusus

dan/a血u dana dekonsen廿asi kepada pemehntah pusat.

BAB V賞I

PEMB工NAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Wali Ko血　melaksanakan pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan pemberdaya狐　da皿　pelindungan

Koperasi.

(2) Untuk pengua屯n akun屯bilitas pengelolaan Koperasi,

dapat dilakuk紬audit oleh ins屯nsi yang beⅣenang di

Daerah.

(3) Perangkat Daerah yang menyelen綬紬akan urusan

pemerintahan dibidang koperasi be止anggung jawab

memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan

pembinaan berkela可utan.

/4) Walt Kota...



(4) Wall Kota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan

p狐tisipatif ak也f oleh anggota Koperasi untuk mengawasi

kine重ja pengurus Koperasi･

BAB VHI

PE N DANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan

Koperasi dapat bersumber dad:

a. angg紬an pendapa屯n dan bela垂a Daerah; dan

b. sumberlain yang sah dan tidak men痩kat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan i

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali K〇日ini mu血　berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,　meme轟ntahkan

pengundangan Peraturan Wali Ko岨ini dengan penempatamya

d血am Berita Daerah Kota Sibolga.

Dite血pkan di Sibolga

pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dt○i

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diund盆ngkan di Sibolga

Pada tanggal 19 Agustus 2025

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

ROSIDAH LUBIS

BER工船DAERAH KOTA S重BOLGA TAHUN 202与NOMOR 682

Salin狐sesuai dengan as量inya
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